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1.Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional? 

2.Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional? 

3.Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public? 

4.Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu 

negara? Jelaskan 

5.Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum 

internasional atau hukum nasional? jelaskan 

6.Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga 

penyelesaian sengketa internasional 

Jawab: 

1. -HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

Hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara 

dgn warga negara di negara lain. 

-HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL 

Hukum internasional yg mengatur hubungan antarnegara. 

2. Hukum internasional mengatur soal hubungan antara negara, sedangkan hukum nasional 

mengatur hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara.  

3. Tidak karna subjek Hukum Internasional adalah pemegang dan pendukung hak dan 

kewajiban hukum internasional, termasuk memilih hak untuk mengadakan ataupun menjadi 

pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sedangkan perusahaan hanya bergerak 

dibidang ekonomi menyediakan barang atau jasa untuk meraih keuntungan pribadi. 



 

4.Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur 

dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban 

di bidang hukum publik. Oleh karna itu perjanjian internasional sesuai keputusan DPR RI 

bersama Presiden RI memberikan surat kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan 

oleh Presiden atau Menteri yang memberkan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang 

mewakili Pemerntah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah 

perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau 

penyelesaikan hal‑hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.Surat 

Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang 

memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik 

Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian 

internasional. 

5. Menurut saya dimana pemerintahan itu berada dan bila urusannya melingkupi kenegaraan 

tersebut sudah seharusnya hukum negara itu yang berlaku pada saat itu yaitu hukum nasional. 

6.Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Warraq 

Pada 15 Desember 2014, ICSID memenangkan Indonesia terhadap gugatan salah satu 

pemegang saham Bank Century, Hesham Al Warraq. Ini merupakan kemenangan kedua 

Indonesia dalam kasus terkait, yang sebelumnya berhadapan dengan mantan pemilik saham 

bank yang sama, Rafat Ali Rizvi. Pada tahun 2011, Hesham, yang pernah menjabat Wakil 

Komisaris Utama Bank Century, menuntut pemerintah karena tindakan ekspropriasi atas 

saham di bank tersebut. 

Ia meminta ganti rugi senilai US$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru 

menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan 

Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari 

kewajiban membayar biaya sekitar Rp1,3 triliun atau US$100 juta. 


